PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala
Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

b. bahwa Laporan Keuangan Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun Anggaran 2023 telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan dan telah diserahkan hasil
pemeriksaannya kepada Pemerintah Daerah Kota

Lubuk Linggau;

c. bahwa L,&_L
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

6. Peraturan L * (/-
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
scbagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11, Peraturanl/ # f



11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {(Lembaran Daerah Kota
Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 10};

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau
Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota

Dengan & * /.

Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 11};
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

Menetapkan

DAN
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau,
selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah di Kota Lubuk Linggau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan yang
selanjutnya disebut SILPA adalah selisih antara
surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan.

Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut SAL adalah
akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yang lalu dan
tahun anggaran yang besangkutan setelah ditutup,

ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.,

8. Peraturan b * f
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8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.
9. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal

adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023
Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan SAL;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
€. Neraca;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 954.945.198.504,25
b. Belanja Rp. 950.238.615.139,35
Surplus/defisit Rp. 4.706.583.364,90
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 31.125.284.584,17
- Pengeluaran Rp. 28.425.497.122,00

Pembiayaan Netto Rp. 2.699.787.462,17

Pasal (/ * &




Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp135.049.794.285,75) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah

Perubahan Rp. 1.089.994.942.790,00
b. Realisasi Rp. 954.945.198.504,25
Selisih lebih/(kurang) (Rp 135.049.794.285,75)

Selisih  anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp142.339.353.326,65) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp. 1.092.577.968.466,00
b. Realisasi Rp. 950.238.615.139,35
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 142.339.353.326,65)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.7.289.609.040,90 dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus/defisit setelah

perubahan (Rp. 2.583.025.676,00)
b. Realisasi Rp. 4.706.583.364,90
Selisih lebih/(kurang) Rp. 7.289.609.040,90

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp0,17 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 31.125.284.584,00
b. Realisasi Rp. 31.125.284.584,17
Selisih lebih/{kurang) Rp. 0,17

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumliah (Rpl16.761.786,00) dengan rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 28.542.258.908,00

b. Realisasi /{/ * ’



b. Realisasi Rp. 28.425.497.122.00
Selisih lebih /(kurang) (Rp. 116.761.786,00)

6. Selisth anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

sejumlah Rpl116.761.786,17 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 2.583.025.676,00

b. Realisasi Rp. 2.699.787.462,17

Selisih lebih / (kurang) Rp. 116.761.786,17
Pasal 5

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. SAL Awal Rp. 31.125.284.584,17

b. Penggunaan SAL sebagai

penerimaan pembiayaan

tahun berjalan Rp. 31.125.284.584,17

c. SILPA Rp. 7.406.370.827,07

d. SAL Akhir Rp. 7.406.370.827,07
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023 sebagal berikut:

a. Pendapatan Operasional Rp. 1.051.405.759.170,66

b. Beban Operasional Rp. 1.042.552.494.302,55
c. Surplus (defisit) dari kegiatan
Operasional Rp. 8.853.264.868,11

d. Surplus {defisit) dari kegiatan
(Non Operasional) (Rp. 37.397.934.718,96)

e. Surplus LM
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e. Surplus (defisit} sebelum pos

luar biasa (Rp. 28.544.669.850,85)
f. Surplus/defisit dari pos
luar biasa (Rp. 1.353.494.000,00)
g. Surplus/defisit-LO (Rp. 29.898.163.850,85)
Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal Rp. 3.259.452.699.205,89
b. Surplus (Defisit )- LO (Rp. 29.898.163.850,85)
c. Dampak kumulatif

perubahan kebijakan/

kesalahan mendasar (Rp. 46.995.133.117,79)
d. Ekuitas Akhir Rp. 3.182.559.402.237,25

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e

per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp. 3.416.831.115.004,65

b. Jumlah kewajiban Rp. 234.271.712.767,40

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 3.182.559.402.237,25
Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per
Januari 2023 Rp. 31.125.209.942,17

b. Arus kas Bersih dari aktivitas
operasi Rp. 270.781.948.165,25
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c. Arus kas Bersih dari aktivitas Investasi/Investasi

Non Keuangan (Rp. 263.491.228.698,35)

d. Arus kas Bersih dari aktivitas
pendanaan (Rp. 31.009.633.224,00)

e. Arus kas Bersih dari aktivitas

Transitoris/Non Anggaran Rp. 43.784.265,00

f. Saldo kas akhir per
31 Desember 2023 Rp. 7.523.962.176,07

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri
atas:

1) Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi
anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan
organisasi,

2) Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang

diklasifikasikan menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

3) Lampiran é + L



3) Lampiran 1.3

4) Lampiran .4

Lampiran [I

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII
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Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, sub kegiatan, kelompok,

dan jenis pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut
urusarn pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan

beserta hasil dan sub kegiatan,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca,;
Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan,
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar  Rekapitulasi  penyisihan
Piutang Tak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
dan Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah;

Dalftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi
Dalam Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;
Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran L M

o
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r.  Lampiran XVIII  : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
Anggaran 2023 dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran
Berikutnya;

t.  Lampiran XX : Ihktisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah terdiri atas:

1) Lampiran XX.1 : Thktisar Laporan Keuangan (neraca)

Badan Usaha Milik

Daerah /Perusahaan;

2) Lampiran XX.2 : Thktisar Laporan Keuangan (laporan
laba/rugi) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan

Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 13

Wali Kota menetapkan Perwal tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal

=y _Vﬁ

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.
Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 29 Agustus 202y

.Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU, f

(:

@1‘21 O PEFRIVANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 Aquseys 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR: § TAxun 9200y

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN 4 -4 / 2024




